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PUTUSAN
Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.LLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Musi Rawas,
Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah
tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kota

Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Desember
2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.LLG,
tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan

Termohon pada tanggal 14 November 2012 M bertepatan 29 Zulhijjah

1433 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, dengan Duplikat Akta

Nikah Nomor XXXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan
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Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 28
Oktober 2024.
2, Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah jejaka dan
status Termohon adalah janda cerai, pernikahan tersebut berwali nikah
XXXXXX (Kakak kandung) Termohon, dengan mas kawin seperangkat
alat sholat, dibayar tunai.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal di rumah milik
Penggugat dan Tergugat yang beralamat di XXXXXX, Kabupaten Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.
4, Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis
selama kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, kedua nya telah berhubungan
badan sebagaimana hubungan suami dan istri.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon
mempunyai 1 (Satu) orang anak, yang bernama :
a. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Taba Rena 11 Mei
2014, umur 10 (Sepuluh) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal
bersama orang tua Termohon.
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
terjadi secara terus menerus pada bulan November 2022, kemudian
memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal 08 November 2022,
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut
adalah :
a. Bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain
(selingkuh) laki-laki tersebut bernama XXXXXX beralamat di
XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Termohon
pergi meninggalkan Pemohon, Termohon mengontrak rumah yang
beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal/rumah selama kurang lebih 2 (Dua) tahun. Pemohon pulang
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kerumah orang tua Pemohon yang beralamat di , Kabupaten Musi
Rawas, Provinsi Sumatera Selatan.

10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah
lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami
terhadap istri.

11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi
masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara
antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon
merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa
dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai
dengan Termohon.

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas
Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara

ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER ;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak 1
(satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di muka sidang pada
Pengadilan Agama Lubuklinggau .

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

SUBSIDER ;

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang
memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex

aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi
Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;
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Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi
dengan mediator bernama Ahkam Riza Kafabih, S.H.l. sebagaimana laporan
tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara
perceraiannya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil
sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 Desember 2024
yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi
dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjuthya Pemohon dan Termohon mengajukan jawab
menjawab atas pokok perkara di atas sebagaimana telah diuraikan dalam berita
acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonan Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXX Tanggal 28 Oktober 2024.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan
atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan ....................

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,

pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Musi Rawas, di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Pemohon sebagai tetangga,;
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- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 November 2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon
tinggal bersama di rumah bersama;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak, bernama - XXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Taba Rena 11 Mei 2014, umur 10 (Sepuluh) tahun, anak tersebut
ikut dan tinggal bersama orang tua Termohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah
tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon namun saksi pernah menjadi saksi saat Pemohon dan
Termohon dimediasi pada tanggal 8 November 2024;

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan
rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon
selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di XXXXXXKabupaten Musi Rawas Utara, di bawah
sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

17 Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki
hubungan dengan Pemohon sebagai paman;

20 Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami
isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 November 2012 di KUA

XXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
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37 Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan

Termohon tinggal bersama di rumah bersama;

47 Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama -  XXXXXX, tempat

dan tanggal lahir Taba Rena 11 Mei 2014, umur 10 (Sepuluh) tahun,

anak tersebut ikut dan tinggal bersama orang tua Termohon.;

50 Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

sejak ... yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah

pisah rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan selama

berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

60 Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan

pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

selingkuh dengan laki-laki lain;

78 Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan

Termohon namun saksi tahu dari cerita Pemohon;

8el Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya
mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suparjoh bi Romli, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Taba Renah Kelurahan Tabah Rena
Kecaamtan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Termohon sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 November 2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak, bernama - XXXXXX, tempat dan tanggal
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lahir Taba Rena 11 Mei 2014, umur 10 (Sepuluh) tahun, anak tersebut
ikut dan tinggal bersama orang tua Termohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon baik-baik saja;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon namun saksi tahu dari cerita Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Lina binti Mat Ani, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Dusun Taba Renah Kelurahan Taba Renah
Kecamatan XXXXXX Kabupaten Musi Rawas#, di bawah sumpah,
memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan
dengan Termohon sebagai tetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada
tanggal 14 November 2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas
Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai seorang anak, bernama - XXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Taba Rena 11 Mei 2014, umur 10 (Sepuluh) tahun, anak tersebut
ikut dan tinggal bersama orang tua Termohon.;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan
Termohon namun saksi pernah menjadi saksi saat Pemohon didamaikan
dengan selingkuhan Termohon dan mendapat uang kompensasi 30 juta;
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- Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga
Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon selingkuh
dengan laki-laki lain;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah
rumah sejak 2 tahun lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak
bersatu lagi;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan
Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap
pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yaitu tetap ingin Kembali
rukun dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan
upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian
telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7
tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud
ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara
Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi
dengan mediator Ahkam Riza Kafabih, S.H.l. sebagaimana laporan tanggal 19
desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraiannya tidak
berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraiannya berhasil sebagian
sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 19 desember 2024 dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon
dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka
pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai
ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan
dan pertangkaran disebabkan ... akibatnya sejak ... telah berpisah tempat
tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalii Pemohon di atas, Termohon
dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah
sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil
permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang
saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat
kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh
Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai
akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti
bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai
cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti
surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 November

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga
telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon
dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 November
2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, hal
tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang
dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan
sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai
hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar
langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut,
Termohon hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:
Suparjoh bi Romli dan Lina binti Mat Ani, keduanya telah memberikan
keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon mengenai hubungan
Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 171 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Termohon bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi
tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan
di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ...;

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 tahun lalu hingga
sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan
tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak
keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon
dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena
Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas
dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-
benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk
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dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga
yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan
sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Bagarah ayat 227, yang berbunyi :

=

I P A A T N i 1 i
Ao pos D0k M we o)y
Artinya: “Dan jika mereka berazam (untuk) talak, maka

sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui’. (Q.S. Al
Baqgarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah
satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum
permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal
118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami
dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk isrtri
selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan
dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan
perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum
dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 19 desember 2024 dan
Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan
kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan
Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan
tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar
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menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan
putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan
perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga
perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25
ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan
dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal
Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana
diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan
memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana
telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan
kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat
perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila
perceraiannya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan
dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan
pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati
kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 19
desember 2024, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak
bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak
merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan
tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini
serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim
menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan
kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1411/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon (PEMOHON)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di
depan sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;

3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas
anak yang bernama XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Taba Rena 11 Mei
2014, umur 10 (Sepuluh) tahun dengan tetap memberikan hak akses
seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu, bersosialisasi dan atau
mencurahkan kasih sayangnya selaku ayah kandungnya;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada
Termohon berupa nafkah untuk seorang anak sejumlah Rp 800.000,-
(delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan
pendidikan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang
setiap tahunnya dinaikan 10 % (sepuluh persen);

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara sejumlah Rp 197.500,00 ( seratus sembilan puluh tujuh ribu lima

ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan
pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal
21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Fighan Hakim, S.H.l. sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga, dan dibantu oleh Rufi'a, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta

dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti Hakim Tunggal
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Rufi'a, S.H. Fighan Hakim, S.H.I.

Perincian Biaya:
. Pendaftaran : Rp.  30.000,00
. Proses : Rp. 100.000,00
. Panggilan : Rp. 17.000,00
. PNBP Panggilan : Rp.  20.000,00
. Redaksi : Rp. 10.000,00
. Meterai : Rp.  10.000,00

Jumlah Rp. 197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

o O~ WN P
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